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KEPALA BAtlAi\i K[SAT-[jAjt{ RAI\iCSA DAN POLI"IIK

KABI iPA'f EN KO'IAW-ARING l[t'j BARAT,

bahwa dalam rangka pembentukan pembangunan zona integritas menu.iu Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), rnaka dipandang perlu
membentuk Tirn Kerja Pembangunan zona int{rgritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)
dan wilayah birokrasl bersih dan rnelayani(WBBM):
lrahwa narna-namanya tersebut dalam daftar lanpiran Keputusan ini dipandang rnampu dan
memenuhi symat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zana Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotaruaringin Barat;
bahwa berdasBrkan pertimbangur sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tontang
Panbentukan Tim Kerja PembangunffiZona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat.

a.

h
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I. l"jndang Undang Nomor 27 Tahun lg59 tEntang Penetapan Undang-LJndang Darurat Nomcrr -]

Tahun 1953 tentang Pernbentukan Daerah'l'ingkat Il di Kalimantan (l-embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lernbaran Nqgara Republik Indonesia
Tahun 19,59 Nornor 72. Tambahan L,emtraran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Z lJndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 lsntan* Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan [-enrbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik lndonesia Nornor 25 Tahun 2009 tenrang Pelayanan Publik (

Lembaran Negara Republik lndonesia Tatrun 2009 Nornor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik hrdonesia Nornor 5038):

1. tjndang-Undang Nomor 23 Tahun 20[4 tentang Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia 'fahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lonbaran Negara Repubtik lndonesia Nomor

5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubaharr Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58. Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan lvlenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dm Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun

2014 tentang Pedoman Panbangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan

Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara

Rr"publik Indonesia Tahun 2018 Nomor l8l3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Mcnteri



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Pe,udayaguaan Aparatur Negara dm Reformasi Birolaasi Nomor l0 Tahun 2019 rcntang
perubahan Atas Peraturan Menteni Pendayagunaan Aparatur Negara dan Rcformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tenang Pedoman Pembmgunan Zortn Integritas Moruju Wilayah Bcbas
Dri Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
(Berita Neg;ara Republik Indonesia Tatrun 2019 Nomor 671);

6 Peraturan Daerah Kabupate,n Kotawaringin Baru Nomor 6 Tahun 2016 tmtang Pembentukan

Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Brat (Lembaran Daeratr Tatrun 2016 Nomor 6,

Tambahan L,embran Daerah Nomor 66);
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 te,ntang Kedud*an" Susunan

Orgurisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabqpaten

Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kebupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 45);

& Keputusan Bupati Kotawringin Barat Nomor 776 Tahun 2OZl tvnltrmrg Penetapan Podoman

Pembmguaan Zono Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di lingkungur Pemerintah Kabupaten Kotawa'ingin Bgrat.

MEMUTUSKAN

Me,mbentuk Tim Kerja Pembangunan Zona lntegritas Menuju lVilayah Bebas dri
Korupsi dan Wilayatr Birolaasi Bersih dan Melayani di Lingkungnn Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dengar susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum datmr lampiran yang merupakan bagian tak terpisatrkan dari Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasny4 Tim sebagaimana diktum KESATU melaporkan
perkerrbangannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat.

l. Manajemen Perubahan
a. Meningkatkan komitmon seluruh ASN dalam manbangun Zona Integritas menuju

WBIVWBBM;
b. Merubah pola pikir dan budaya kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas

menuju WBK/WBBM; dan
c. Menurunkan rEsiko kegagalan yang disebabkan keinungkinan timbulnya

resistensi terhadap penrbahan.

ll. Penataan Tatalaksana
a. Meiringkatkan penggunaan teknologi infonnasi dalam proses penyele,nggaraat

manaje,men Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat di Zona Integritas menuju
WBKnilBBM; dan

c. Meningkatkan kinerja di Zont Integritas menuju WBI(WBBM.

lll. Penataan Sistem Manajemen SDM
a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat padrr Zrlna Integritas
menuju WBK/WBBM:

b. Meninglcatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM apratur di lingkungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat pada Zona
Integritas menuju WBK/WBBM;

c. Mmingkatnya disiplin SDM aparatu di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Kotawaringin Brat pada ZorlaIntegritas menuju WBIUWBBM;

d. Meningkatrryra efektifitas manajemen SDM ryfiafur di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupate,n Kotawanngin Barat prrda Zona Integritas
me,nuju WBI(WBBM; dan

e. Meningkatnya profesionalisrre SDM aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bmgsa
dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat padaZom Intogntas monuju WBIVWBBM.

lV. Pemguatan Akuntabilitas Kinerja
a. Meninglmhya kine{a Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin

Braq
b. Meninglutnya akuntabilitas adan Kes*uan Bangsa dan Politik Kabupaten

Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawariagin Barat.



V. Penguatan Pengawasan
a. Ir,leningkatnya kepatuhan terhadap pfilgelolaan keuangan negarfl,
b. Meningkatnya efektivitas pen$elolaan keuang,{mnegara.

c. Ir,'{eningkatkan prsdikat SAKIP;dan
d. i\{murunnya tingkat penyalahguninn wswsnang.

Vl. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
a. Meningkatnye kualitas pclayanon publik (lcbih copat lebih murah. lebih onan. dan

lebih mudalr dijangkau):
b. Meningkahya mutu pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan nasional

maupuni
c. Meningkatnya lndeks Kepuasan Masyarakat (lKM) terhadap penyelarggaraan

pelayanan publik pada Badan Kesatuan Bangsa darr Politik Kabupaten Kotawaringin
Barat.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Kotawaringin Barat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kotawringin Barat Tahun 2022. Cq. DPA Satuan Kerja Perangftat Daerah
(SKPD) Badan Kesafuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini rnulai berlaku sejak unggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 16 Maret 2022

KHPA[,A AN BANGSA DAi{ POL,I'TIK
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Tnnbusan di*ampaikar Kepada Yth.

L Bupati Kotarvaringin Bnrat di
Pangkalan Bun

2. Sckrctaris Daersh Kabupaten Kot$\r'arhgin Barat
di Pangkalan Bun

1" lnspektur Knbupfltsn Kotawaringin Barat
di Pungkalan Bun

4. Kcpnla BKPP Kabupatur Kotarvnringirr Barat
di Pangkalan [3un
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